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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melakukan pembangunan pada sebuah daerah maka dibutuhkan dana
yang dapat merealisasikan pembangunan tersebut. Dana tersebut salah satunya
berasal dari Pendapatan ASli’ Daerah (PAﬁ). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pungutan pajak daerah,
retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain — lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang —
Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah Bab Il Pasal 3 Ayat 1, PAD bertujuan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk sumber penerimaannya
salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar — besarnya
kemakmuran rakyat ( Mardiasmo, 2013:12).

Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Pajak Provinsi diantaranya Pajak



Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan, yang
termasuk ke dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Pemungutan _Be_g Perolehan Hak satas,Tanah dan Bangunan (BPHTB)
didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
Pada perkembangan berikutnya sejak 1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah
sehingga menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009. Sebelum resmi menjadi Pajak Daerah, hasil penerimaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penerimaan
negara yang harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat mendapatkan 20% dari hasil penerimaan
BPHTB, sedangkan imba-ngan pembagian kepada Pemerintah Daerah sekurang-
kurangnya 80% dengan rincian :
A. 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening
kas Daerah Provinsi
B. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas

Daerah Kabupaten/Kota.



Terhitung mulai 1 Januari 2011, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) akan resmi sepenuhnya 100% menjadi Pajak Daerah (Local tax). Agar
penerapan system Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat
berjalan dengan efektif salah satu pendorongnya adalah dengan melakukan analisis
Sistem Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pajak
Pusat menjadi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan
penelitian yang dilakukan o_l__(?h._Kokasih (2012), melakukan analisis Sistem Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pajak Pusat menjadi Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kerawang terhitung efektif
Januari 2012 dilaksanakan di Dinas PPKAD. Selain menganalisis system pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pajak Pusat menjadi Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu juga dilakukan dalam
penelitiannya mengenai Sistem Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah. Agu, Pengemanan, lambey (2015)
melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan di Kabupaten Minahasa
Tenggara belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik dalam prosedur
maupun penggunaan siste-m dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga pencapaian dalam penerimaan
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum maksimal.

Pengalihan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke
dalam Pajak Daerah pada Kota Padang secara efektif sudah diberlakukan sejak
Januari 2011. pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) di Kota Padang menggunakan Sistem Pemungutan Self



Assessment System. Kenyataannya dalam pelaksanaan pemungutan di Kota Padang
belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam Prosedur maupun
penggunaan sistem dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga pencapaian dalam penerimaan pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum maksimal.

Berikut perkembangan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan pada Kota Pada_lng_hd_apat dilihat dalam ta_bl_e__ berikut ini

Table 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPTHB) Kota Padang Tahun 2013-2017

Tahun Target Realisasi %
2013 15.500.000.000 15.859.789.435 102.32
2014 16.000.000.000 15.713.702.123 98.32
2015 25.000.000.000 26.504.178.999 106.02
2016 58.957.809.319 29.517.018.195 50.06
2017 61.154.208.8585 53.563.166.894 : 87.59

Sumber data : Dinas Pendapatan-Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat selama tahun 2013 — 2017 dapat diketahui
bahwa tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Kota Padang mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada kurun waktu
lima tahun dari tahun 2013 hingga 2017 persentase tingkat efektivitas penerimaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Padang selalu melebihi



50% , hal tersebut menandakan bahwa jika dilihat dari pencapaian targetnya kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksankan pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah cukup baik. Dilihat dari
tingkat realisasi pada tahun 2017 yang merupakan tingkat realisasi tertinggi
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio efektivitas yang sesungguhnya
dapat diketahui dengan mengetahui penentuan targetnya, apakah sudah sesuai dengan
potensi rill atau belum.

Merujuk pada hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di
Kota Padang dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
1. Bagaimana menetapkan, target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (EPHTB) s
2. Bagaimana penerapan sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang ?
3. Faktor-faktor penghambat apa saja yang di hadapi Pemerintah Daerah
Kota Padang dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ?



1.3

1.4

4. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kota
Padang dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)" ™'

2. Untuk mengetahui penerapan sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang di hadapi pemerintah
daerah Kota Padang /dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan pada pemerintah
Kota Padang dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi refernsi dalam
melakukan penelitian berikutnya yang memilki relevansi dengan
penelitian.

2. Bagi penulis



Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku
perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5  Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian
Batasan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan hanya mencakup

wilayah Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan-
Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang dan tujuan mengapa penelitian ini dilakukan.
Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan dan
ruang lingkup penelitian,manfaat penelitian, penegasan istilah, serta
sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka
Berisi studi-sebelumnya yang memeliki relefansi dengan penelitan ini.
Tinjauan pustaka meliputi karangka teoritis, teori-teori meliputi studi,
kerangka penelitian, dan hipotesis.
Bab III Metodologi Penelitian
Mencakup rancangan penelitian, jenis dan sumber data, variabel
penelitian dan definisi operasional, populasi,sampel dan sampling,

metode pengumpulan, serta analisi data.



Bab IV Hasil dan Pembahasan
Meliputi deskripsi objek penelitian, pembahasan masalah, serta
analisa data.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Berisi kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan

sasaran bagi pihak-pihak pengguna penelitan untuk kebutuhan




	BAB I  
	PENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	Untuk melakukan pembangunan pada sebuah daerah mak
	1.2Rumusan Masalah 
	1.3Tujuan Penelitian 
	1.4Manfaat Penelitian 
	1.5Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 
	1.6Sistematika Penulisan 

